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ABSTRACT
This article aims to determine the priority of problems in the management of waqf and the priority of solutions
that can be given over to the priority of problems. The method used is the Analytic Hierarchy Process (AHP).
Informants in this study is the Indonesian Waqf Board (BWI), Nazhir, and wakif in province of Eastern
Indonesia namely East Kalimantan Province, South Sulawesi, and Maluku. Interviews showed management of
waqf viewed from three aspects, namely regulators, Nazhir (waqf manager) and wakif (pewakaf). The analysis
showed the priority of problems in management of waqf in Eastern Indonesia contained in Nazhir aspect, related
to the low competency in the management of waqf. Intensive training and certification for Nazhir in East
Indonesia is a priority solution for Nazhir. The second priority of problems exist on the regulator, namely the
lack of state budget costs for certification of waqf, with the priority of the solution is the addition of state budget
allocations. The third priority waqf problems exist in wakif aspect is the lack of understanding wakif, then the
priority of the solution according to the model of AHP in eastern Indonesia is the socialization of waqf through
the media.
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ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prioritas masalah dalam pengelolaan wakaf dan prioritas
solusi yang dapat diberikan atas prioritas masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan
adalah Analytic Hierarchy Process (AHP). Informan dalam penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia
(BWI), nazhir, dan wakif yang ada di provinsi wilayah Indonesia Timur yaitu Provinsi Kalimantan
Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Hasil wawancara menunjukkan Pengelolaan wakaf dilihat dari
3 aspek, yaitu regulator, nazhir (pengelola wakaf) dan wakif (pewakaf). Hasil analisis menunjukkan
prioritas masalah wakaf di Indonesia Timur terdapat pada aspek nazhir, yaitu terkait rendahnya
kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf. Pelatihan intensif bagi nazhir dan sertifikasi nazhir di
Indonesia Timur merupakan prioritas solusi bagi nazhir. Prioritas masalah kedua ada pada regulator,
yaitu minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf, dengan prioritas solusinya adalah penambahan
alokasi APBN. Prioritas masalah wakaf ketiga ada pada aspek wakif yaitu rendahnya pemahaman
wakif, maka prioritas solusi menurut model AHP Indonesia timur adalah sosialisasi wakaf melalui
media. Masalah dan solusi pengelolaan wakaf yang ditemukan berkaitan dengan pengelolaan wakaf
baik oleh pihak nazhir selaku pengelola maupun regulator.
Kata kunci: pengelolaan, masalah, solusi, wakaf, AHP
PENDAHULUAN
Lembaga Wakaf merupakan salah satu
aktor ekonomi yang dominan diluar pe-
merintah pada sistem negara Islam (Baba-
can, 2011) dimana perannya termasuk se-
bagai pendorong pembangunan sosial eko-
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nomi (Saifuddin, 2014). Syariat wakaf telah
ada sejak awal kelahiran Islam dan menjadi
penopang bagi kegiatan perekonomian di
zaman khilafah Islamiyah. Wakaf dengan
potensi demikian besar dapat berperan
menyediakan dan meningkatkan kesejah-
teraan umat seperti peningkatan fasilitas
tempat ibadah, lembaga pendidikan, serta
fasilitas kesehatan dan sosial secara me-
madai seperti yang terjadi pada masa ke
kahlifahan turki ustamani (Saduman and
Aysun, 2009), akan tetapi kenyataan di
Indonesia wakaf tidak mampu memainkan
perannya dan bahkan sebaliknya, banyak
permasalahan yang muncul, seperti tidak
sedikit tanah wakaf yang terlantar, sengketa
tanah wakaf oleh ahli waris dan masih
banyak persoalan lainnya. Ketertinggalan
pengelolaan wakaf di tanah air ini di-
antaranya adalah pengelolaan wakaf yang
cenderung konsumtif, tradisonal dan de-
ngan pemahaman yang “lama”. Pengelola-
an yang semacam ini tidak hanya membuat
pengembangan wakaf yang lambat namun
juga rentang memunculkan banyak kasus
sengketa wakaf. Salah satu faktor yang
melatarbelakangi adalah keberadaan sertifi-
kasi tanah yang belum maksimal dilakukan
oleh para pewakaf, sehingga memunculkan
sengketa dan konflik di kemudian hari
ketika para pemilik tanah yang mewakaf-
kan meninggal dunia. Beberapa kasus yang
mengemukan telah membuktikan bahwa
kejadian perselisihan dimulai dari ketiadaan
bukti otentik kepemilikan atas tanah yang
disengketakan.
Secara konseptual, Islam mengenal lem-
baga wakaf sebagai sumber aset yang mem-
beri kemanfaatan sepanjang masa. Di ne-
gara-negara muslim sebagaimana yang di-
jabarkan di atas, wakaf telah diatur se-
demikian rupa sehingga mempunyai peran
yang cukup signifikan dalam rangka men-
sejahterakan kehidupan masyarakat, sedang
di Indonesia, pengelolaan dan pendaya-
gunaan harta wakaf (produktif) masih jauh
ketinggalan dibandingkan dengan negara-
negara muslim lain.
Sejarah membuktikan bahwa wakaf
memainkan peran yang sangat signifikan
dalam pembangunan ekonomi sebuah ne-
gara. Wakaf telah menjadi salah satu alter-
natif pendistribusian kekayaan guna men-
capai pembangunan ekonomi. Dengan di-
aturnya wakaf uang dalam Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke
arah peningkatan kesejahteraan sosial eko-
nomi umat. Undang-undang Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi
momentum pemberdayaan wakaf secara
produktif sebab di dalamnya terkandung
pemahaman yang komprehensif dan pola
manajemen pemberdayaan potensi wakaf
secara modern (Rozalinda, 2011)
Fathurrohman (2012) menjelaskan bah-
wa masih banyak masalah-masalah yang
dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah
wakaf secara produktif di Kabupaten Ban-
dung, diantaranya sebagian besar tanah-
tanah wakaf digunakan untuk sarana iba-
dah dan sebagian lagi letaknya tidak stra-
tegis. Disamping itu, pengetahuan dan
pemahaman nazhir terhadap peraturan per-
wakafan masih kurang. Dengan kondisi se-
perti ini, tanah-tanah wakaf agak sulit
untuk dikelola secara produktif sesuai de-
ngan ketentuan hukum Islam maupun
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku karena para nazhir kurang
profesional dan kesulitan dana untuk biaya
pengelolaannya. Padahal, harta benda wa-
kaf jika dikelola dan dikembangkan secara
produktif, maka dapat diperuntukkan se-
bagai salah satu alternatif untuk membantu
menanggulangi kemiskinan.
Potensi wakaf di Indonesia sesungguh-
nya dapat menjadi tumpuan harapan
peningkatan kesejahteraan sosial masya-
rakat serta pengentasan kemiskinan di
samping zakat, infak dan shadaqah, apabila
dapat dikelola secara baik  dan profesional.
Di Indonesia, perwakafan amat lekat
dengan wakaf tanah meskipun pada
hakikatnya benda yang dapat diwakafkan
tidak terbatas pada tanah. Di samping itu
data wakaf yang ada belumlah akurat me-
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ngingat data tentang asset wakaf tidak
terkoordinir dengan baik dan terpusat da-
lam satu institusi yang profesional.
Untuk mewujudkan lembaga wakaf
yang profesional, di perlukan pengelolaan
yang berbasis pada manajemen, terutama
berkaitan dengan kesediaan lembaga dalam
membuka data dan informasi pengelolaan
wakaf, mulai dari proses fundraising hingga
pendistribusian hasil wakaf. Unsur utama
dalam profesionalitas itu ditandai dengan
diutamakannya prinsip akuntabilitas (Budi-
man, 2011)
Data yang terdapat pada Subdit Sistem
Informasi Wakaf, Kementerian Agama me-
nunjukkan bahwa pada tahun 2012, luas
tanah wakaf di Indonesia mencapai 3.492.
045.373,754m2. Tanah wakaf seluas itu ter-
sebar di 420.003 lokasi di seluruh wilayah
Indonesia, namun aset wakaf yang begitu
besar ini belum tergarap secara maksimal.
Jika potensi wakaf tersebut di kembangkan
dengan baik dan dikelola berdasarkan asas-
asas profesionalisme, maka akan membawa
dampak besar dalam kehidupan masya-
rakat. Beban sosial yang dihadapi bangsa
kita sekarang ini akan terpecahkan secara
mendasar dan menyeluruh melalui sistem
pengumpulan, pengelolaan dan pendaya-
gunaan harta wakaf dalam ruang lingkup
nasional. (Kemenag, 2012)
Data dari hasil penelitian Pusat Bahasa
dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta yang dilakukan pada tahun 2006,
terhadap 500 responden nazhir di 11 Pro-
pinsi, menunjukkan bahwa harta wakaf
lebih banyak bersifat diam (77%) daripada
yang menghasilkan atau produktif (23%).
Temuan umum lainnya juga menunjukkan
pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah
masjid (79%) daripada peruntukkan lain-
nya, dan lebih banyak berada di wilayah
pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%),
sedangkan para nazhir pun tidak terfokus
dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja
sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan
yang bekerja secara penuh dan terfokus
ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu,
wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola
oleh perseorangan (66%) alias tradisional,
dari pada organisasi profesional (16%) dan
berbadan hukum (18%). Dengan demikian,
paling tidak ada dua problem mendasar
untuk kemudian diperhatikan, yakni aset
wakaf yang tidak diproduktifkan (diam)
dan kapasitas nazhir yang tidak profesi-
onal. (Megawati, 2014)
Penelitian ini bermaksud untuk men-
cari prioritas isu dalam pengelolaan wakaf.
Penelitian ini akan memetakan prioritas
masalah pengelolaan wakaf dan mencari
prioritas solusinya. Salah satu metode yang
paling populer dalam pemetaan masalah
dan solusi adalah metode Analytic Hierarchy
Process (AHP). Berdasarkan uraian di atas,
dapat disusun pertanyaan penelitian se-
bagai berikut, yaitu: (1) Apa prioritas masa-
lah dalam pengelolaan wakaf?; (2) Apa prio-
ritas solusi yang dapat diberikan atas prio-
ritas masalah tersebut?
TINJAUAN TEORETIS
Ilmu manajemen terus berkembang
hingga saat ini. Ilmu manajemen memberi
kita pemahaman tentang pendekatan pen-
ting serta metode dalam mempelajari,
menganalisis dan memecahkan masalah
yang terkait dengan pengelolaan sesuatu.
Salah satu kunci sukses dalam manajemen
adalah kemampuan untuk memahami dan
mengaplikasikan prinsip dan teknik mana-
jemen secara efektif (Baskara, 2013). Mana-
jemen pengelolaan merupakan hal yang
paling utama dalam dunia perwakafan, bah
kan dalam dunia bisnis manajemen pe-
ngelolaan sangat menentukan kelangsung-
an usaha perusahaan, karena yang paling
menentukan benda wakaf itu lebih ber-
manfaat atau tidak tergantung pada pola
pengelolaannya. Wakaf merupakan suatu
tindakan yang dilakukan dengan menahan
harta dan meyedekahkan manfaatnya se-
cara terus menerus untuk kepentingan
umum baik untuk kepentingan ibadah mau-
pun sosial (Ridhwan, 2014). Harta yang
sudah diwakafkan tidak akan bisa menjadi
pemilik pewakaf kembali, diwarisi atau
dijual ke orang lain (Zakaria dan Abdul-
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waheed, 2011), Kepemilikannya tidak dapat
ditransfer hanya manfaatnya yang dapat
digunakan untuk tujuan tertentu (Sadeq,
2002)
Wakaf secara organisasi dan keuangan
terpisah dari kelengkapan negara. Dalam
perspektif hukum Islam yang mejadi wakif
(pemberi wakaf) menentukan sendiri jenis
pengelolaan wakafnya. Wakif dapat me-
nunjuk dirinya sendiri sebagai adminis-
trator atau pihak lain sebagai menejer atau
wali untuk wakaf selama hidupnya atau
setelah kematiannya. Pengelolaan harta
wakaf baik yang tidak bergerak maupun
bergerak menuntut majemen modern oleh
para pengelolanya. Sebagaimana terungkap
dalam paradigma baru tentang wakaf
produktif. Yaitu: (1) asas keabadian manfa-
at, (2) asas pertanggungjawaban/respon-
sibility, (3) asas profesional manajemen, dan
(4) asas keadilan sosial (Djunaidi et al., 2005)
Pengelola harta wakaf secara seksama
adalah melakukan perencanaan yang ma-
tang untuk melakukan pendayagunaan
harta wakaf menjadi program yang ber-
orentasi kepada produktifitas. Kemudian
melakukan pengorganisasian secara sek-
sama untuk dapat dilaksanakan dalam
bentuk usaha kongkrit produktif. Melaku-
kan berbagai bentuk kegiatan (sebut usaha)
kongkrit. Dan puncaknya melakukan con-
trol terhadap pelaksanaan kegiatan dengan
menggunakan standar tolok ukur yang
dijadikan alat untuk menilai keberhasilan
(Mubarok, 2008)
Mengkaji tentang pengelolaan wakaf,
tentunya hal yang paling penting yang
tidak boleh dilupakan adalah masalah
Nadzir wakaf, karena berkembang dan
tidaknya harta wakaf sangat dipengaruhi
oleh peran nadzir wakaf, meskipun ahli
fiqih tidak menjadikan nadzir sebagai salah
satu rukun wakaf, namun mereka sepakat
bahwa wakif boleh menentukan nadzir ter-
hadap harta wakafnya, mengingat penting-
nya peranan nadzir, di Indonesia menjadi-
kan nadzir sebagai salah satu unsur wakaf.
Nazhir bertanggung jawab untuk mengurus
aset wakaf dan mengembangkan asset itu
dalam rangka untuk memaksimalkan man-
faat yang diperoleh dari hasil sesuai dengan
nilai-nilai dalam Islam (Sait dan Lim, 2005).
Arif (2012) menyebutkan Nadzir wakaf
adalah orang atau badan yang memegang
amanat untuk memelihara dan mengurus
harta wakaf sesuai dengan wujud dan
tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa
saja dapat menjadi nadzir selama ia mem-
punyai hak melakukan tindakan hukum.
Hal yang paling urgen untuk dibenahi
dalam pengelolaan wakaf adalah profesio-
nalisme nadzir, karena mereka merupakan
kunci keberhasilan pengelolaan wakaf agar
lebih fokus, produktif dan strategik. Sebagai
salah satu instrument syariah, manajemen
wakaf sudah seharusnya dioptimalkan pe-
ngelolaannya untuk peningkatan kesejah-
teraan masyarakat (Munir, 2013).
Dalam konteks manajemen, nazhir ter-
masuk sumber daya manusia (SDM) yang
merupakan faktor penting dalam kegiatan
ekonomi-bisnis karena memiliki dua ke-
unggulan, yaitu keunggulan komparatif
yang berbasis pada keunggulan sumber
daya alam dan keunggulan kompetitif yang
berbasis pada keunggulan sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya
saing sehingga dapat memanfaatkan sum-
ber daya alam secara maksimal (Mubarok,
2008). Dalam organisasi wakaf, nazhir ada-
lah manajer, sehingga dalam konteks wakaf
produktif manajer wakaf sudah saatnya
mengacu pada prinsip-prinsip manajemen
modern. Dalam ilmu manajemen, manajer
disebut sebagai subjek manajemen sebab ia
yang bertanggung jawab secara langsung
untuk memastikan kegiatan organisasi yang
dijalankan bersama anggotanya (Pasyah,
2005).
Peran pengelola wakaf pun semakin
luas, tidak hanya sekedar menjaga dan
melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas,
melainkan juga mencari inovasi-inovasi
baru dalam rangka mengembangkan dan
memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk
itu, perlu ada upaya perbaikan yang ber-
tujuan untuk membenahi manajemen wakaf
dan menghilangkan sebab-sebab keterpuru-
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kan manajemen wakaf akibat ulah nazhir
dan kelalaiannya (Hakim, 2010)
Darwanto (2012) mengatakan bahwa
pemanfaatan wakaf di Indonesia harus di-
perluas yaitu lebih sekedar untuk kegiatan
keagamaan dan pendidikan. Pengelolaan
wakaf dapat ditujukan untuk memperkuat
ekonomi umat dengan memanfaatkan ber-
bagai alternatif program yang pendanaan
bersumber dari wakaf. Bentuk wakaf juga
dapat dikembangkan untuk memberi alter-
natif sumber wakaf sehingga memperkuat
kemampuan wakaf dalam memberdayakan
ekonomi umat. Pencapaian tujuan peng-
gunaan wakaf memerlukan manajemen
pengelolaan yang perlu ditangani Sumber
Daya Manusia (SDM) yang handal. Oleh
karena itu SDM pengelola wakaf juga perlu
dibina dengan manajemen ke-nazhiran
berupa pendidikan formal, pendidian non-
formal, serta pembinaan mental dan spirit
keislaman.
Hadi (2009) mengatakan bahwa perlu
adanya pembaruan pemikiran para nazhir
yang sementara ini masih memiliki wawas-
an konservatif, dan pembentukan badan
wakaf yang tidak hanya sekedar label saja,
tapi merupakan kepanjangan dari masya-
rakat Islam dan amanat undang-undang
dan peraturan pemerintah yang sudah ada.
Kedua, pola manajemen harus dalam bing-
kai “proyek yang terintegrasi”, bukan
bagian-bagian dari biaya yang terpisah-
pisah. Dengan bingkai proyek sesungguh-
nya, dana wakaf akan dialokasikan untuk
program pemberdayaan dengan segala
macam biaya yang terangkum di dalamnya.
Ketiga, Adanya asas transparansi dan
accountabelity di mana badan wakaf dan
lembaga yang dibantunya harus melapor-
kan setiap tahun akan prose pengelolaan
dana kepada umat Islam dalam bentuk
audited financial report termasuk kewajaran
dari masing-masing pos biayanya.
Lamuri (2014) dalam penelitian ter-
hadap Alkhairaat yang merupakan salah
satu lembaga pendidikan yang memiliki
lembaga wakaf. Dalam penelitian me-
nyebutkan bahwa pengelolaan wakaf masih
bersifat tradisional, kurang memerhatikan
aspek kelembagaannya, standarisasi ke-
mampuan pengelolanya, manfaat dan pe-
ngembangan harta wakaf. Akibatnya wakaf
tidak memiliki daya dorong bagi pe-
ngembangan ekonomi, daya tarik ke-
percayaan publik, daya penentu sistem
pengelolaan perekonomian, serta daya
saing atau kompetisi kelembagaan baik
internal maupun eksternal. Diharapkan per-
himpunan Alkhairaat selalu berusaha mem-
perbaiki sistem manajerial pengelolaan
wakafnya, dengan memperhatikan esensi
yang terkandung dalam wakaf, sekaligus
membangun kemandirian lembaga wakaf-
nya agar dapat menerapkan manajemen
dengan baik.
Huda et al. (2014) dalam penelitian nya
menyebutkan bahwa prioritas masalah dan
solusi pengelolaan waqaf dengan meng-
gunakan metode AHP. Hasil analisis me-
nunjukkan prioritas masalah pengelolaan
wakaf terletak pada rendahnya profesio-
nalitas dan kompetensi nazhir dalam me-
ngelola wakaf, sehingga pengelolaan wakaf
tidak optimal. Masalah nazhir yang kurang
akuntabel membuat wakif menyerahkan
harta wakaf langsung kepada personal
bukan melalui lembaga pengelola wakaf.
Solusi dari masalah pengelolaan wakaf
adalah meningkatkan insentif nazhir dan
pelatihan intensif bagi nazhir. Solusi yang
ditawarkan tersebut menunjukkan hal-hal
yang berkaitan dengan peningkatan akunta-
bilitas pengelolaan wakaf, sehingga ter-
bentuk profesionalitas pengelolaan wakaf
yang dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat.
Apriliyanto (2013) dalam penelitiannya
mengatakan masih banyaknya masyarakat
yang belum mengetahui dan memahami
tentang keberlakuan Undang-Undang No-
mor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kurang
nya sosialisasi tentang keberlakuan Un-
dang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ten-
tang Tanah Wakaf, Rendahnya pemahaman
Nadzir dalam pengelolaan dan pengemba-
ngan tanah wakaf, tidak adanya sarana dan
prasarana yang di berikan pemerintah
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untuk lembaga wakaf yang dapat me-
nunjang tugas dan fungsi dari lembaga
wakaf, sedangkan faktor pendukung, yaitu
adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Hukum Wakaf, yang menjadi
acuan tertulis bagi lembaga wakaf, masih
adanya kesadaran Nadzir untuk mengelola
dan memelihara tanah wakaf dengan baik
karena tanah wakaf merupakan amanah
wakif yang harus dijalankan, masih
banyaknya keinginan masyarakat untuk
mewakafkan tanahnya untuk kepentingan
peribadatan dan kepentingan umum.
METODE PENELITIAN
Analytic Hierarchy Process (AHP) di-
kembangkan pertama kali oleh Thomas L
Saaty. Saaty (2008) mengatakan bahwa, “The
Analytic Hierarchy Process (AHP) is a theory of
measurement through pairwise comparisons and
relies on the judgements of experts to derive
priority scales.” AHP adalah sebuah teori
pengukuran melalui perbandingan ber-
pasangan yang bergantung kepada penilai-
an para pakar yang dapat menghasilkan
skala prioritas.
Saaty (dalam Huda et al., 2014) me-
nyebutkan penyelesaian masalah dengan
AHP terdapat beberapa prinsip dasar, yaitu:
Decomposition, Comparative Judgement, dan
Synthesis of Priority”. Decomposition artinya
memecah persoalan yang utuh menjadi
unsur-unsurnya sampai tidak mungkin
dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga
didapatkan beberapa tingkatan dari per-
soalan tersebut. Comparative judgement ada-
lah melakukan perbandingan antar elemen-
elemen dalam hirarki yang disajikan dalam
bentuk matriks. Perbandingan ini dilakukan
dengan cara berpasangan antar elemen,
yang disebut pairwise camparation. Hasil
akhir dari seluruh prioritas adalah me-
lakukan Synthesis of Priority. Dengan demi-
kian maka akan diperoleh prioritas masing-
masing elemen.
Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode AHP. Ada tiga
tahapan penelitian yang akan dilakukan.
Tiga tahapan tersebut adalah seperti pada
Gambar 1.
Tahapan pertama adalah Konstruksi
Model. Konstruksi model AHP disusun
berdasarkan kajian pustaka secara teori
maupun empiris. Penelitian ini melibatkan
tiga orang informan yang terdiri dari regu-
lator, pengelola wakaf (nazhir) dan pemberi
wakaf (wakif) diambil dari Provinsi Kali-
mantan Timur, provinsi Sulawesi Selatan,
dan Provinsi Maluku. Para informan dalam
tahapan konstruksi model ini diajak untuk
melakukan diskusi secara mendalam (in-
depth interview). Tahapan kedua adalah
kuantifikasi model. Tahap kuantifikasi mo-
del menggunakan pertanyaan dalam kuisio-
ner berupa perbandingan berpasangan
(pairwise comparison) antar elemen untuk
mengetahui mana diantara keduanya yang
lebih penting. Pengukuran dilakukan de-
ngan skala numerik 1 - 9. Data hasil penilai-
an kemudian dikumpulkan dan input
melalui software Superdecisions.
Tahapan ketiga adalah Sintesis dan
Analisis. Sebelum data terolah dianalisis,
akan dilakukan validasi data, yaitu dengan
melakukan uji konsistensi. Data dianggap
konsisten jika memiliki nilai rasiokonsis-
tensi/consistency ratio (CR) <0,1 (Saaty da-
lam Huda et al., 2014). Jika nilai CR lebih
besar dari 0,1, maka akan dilakukan pe-
nilaian (judgement) ulang oleh informan. Jika
nilai CR telah konsisten, maka bobot prio-
ritas elemen yang telah ada dapat diguna-
kan sebagai dasar untuk analisis data dan
interpretasi hasil. Informan dalam peneliti-
an ini terdiri dari tiga kelompok, yaitu
regulator berupa pengelola Badan Wakaf
Indonesia di daerah atau Kanwil Kemenag,
nazhir sebagai pengelola wakaf, dan wakif
adalah orang yang menyerahkan hartanya
untuk wakaf.
Wilayah yang dijadikan objek peneliti-
an ada tiga provinsi yaitu Provinsi Kali-
mantan Timur, provinsi Sulawesi Selatan
dan Provinsi Maluku. Setiap provinsi ter-
sebut diwawancara informan dari ketiga
kelompok tersebut.
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Sumber : Hasil Analisa
Gambar 1
Tahapan Penelitian
Total informan dalam penelitian ini adalah
sebanyak 9 orang.
Hasil Dan Pembahasan
Wilayah Indonesia Timur merupakan
wilayah yang belum dioptimalkan sumber
daya alam yang dimiliki antara lain ber-
kaitan dengan tanah dan sumber daya yang
lain. Salah satu bentuk wakaf selain wakaf
uang adalah wakaf berupa tanah. Kondisi
tersebut membuat wilayah Indonesia Timur
merupakan daerah yang memiliki potensi
besar untuk pengembangan wakaf khusus-
nya wakaf dalam bentuk tanah atau sumber
daya alam. Wilayah Indonesia Timur yang
menjadi tempat penelitian adalah tiga pro-
vinsi berupa Provinsi Kalimantan Timur,
Sulawesi Selatan dan Provinsi Maluku.
Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang
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tersebut merupakan informan dalam pe-
nelitian ini. Selain pengurus BWI, informan
dalam penelitian ini juga terdiri dari nazhir
sebagai pengelola wakaf dan wakif yang
mewakafkan hartanya. Ketiga kelompok
masyarakat tersebut menjadi informan pada
setiap provinsi tempat penelitian. Ber-
dasarkan hasil studi pustaka dan in-depth
interview yang dilakukan dengan BWI,
nazhir, dan wakif pada provinsi di wilayah
Indonesia Timur, maka berhasil dirumus-
kan beberapa masalah dan solusi terhadap
pengelolaan wakaf. Masalah dan solusi
pengelolaan wakaf ini kemudian dibagi
dalam tiga macam prioritas masalah dan
solusi wakaf yang dibagi berdasarkan pe-
mangku kepentingan (stakeholder) wakaf,
yaitu perspektif regulator, perspektif pe-
ngelola wakaf (nazhir), dan perspektif
masyarakat/pihak yang memberikan wakaf-
nya (wakif), sedangkan hasil konstruksi
model dibagi menjadi dua bagian, yaitu
prioritas masalah dan prioritas solusi wakaf.
Berikut adalah beberapa prioritas per-
masalahan dan solusi dalam pengelolaan
wakaf yang dibagi dalam tiga perspektif
(regulator, nazhir dan wakif) berdasarkan
hasil wawancara.
Prioritas Masalah Wakaf
Prioritas masalah yang ada dalam
regulator berkaitan dengan pengelolaan
wakaf adalah: 1) minimnya biaya APBN
untuk sertifikasi wakaf; 2) sosialisasi UU
wakaf yang masih kurang; 3) rendahnya
koordinasi BWI dengan instansi terkait
untuk optimalisasi wakaf. Minimnya biaya
APBN untuk sertifikasi wakaf, membuat
pengelola wakaf kurang berminat untuk
melegalkan harta wakafnya, berkaitan biaya
yang dibutuhkan untuk sertifikasi wakaf
tersebut cukup besar. Sementara sertifikasi
wakaf merupakan hal yang sangat penting
dalam kelanjutan pengelolaan aset wakaf
tersebut. Sosialisasi UU wakaf yang masih
kurang yang diberikan dari pemerintah
memberikan dampak pada manajemen pe-
ngelolaan wakaf yang tidak optimal. Sosiali-
sasi UU wakaf yang masih kurang membuat
banyak pengelola wakaf khususnya nazhir
tidak paham dalam mengelola wakaf, mulai
dari pengurusan sertifikat wakaf sampai
kepada pengembangan harta wakaf ter-
sebut. Permasalahan rendahnya koordinasi
Badan Wakaf Indonesia dengan instansi
terkait untuk optimalisasi wakaf juga
merupakan salah satu permasalahan utama
yang mengakibatkan manajemen wakaf
tidak opimal.
Prioritas masalah pada pengelola wakaf
(nazhir) adalah: (1) rendahnya kompetensi
nazhir dalam pengelolaan wakaf; (2) nazhir
bukan sebagai profesi utama; (3) penge-
lolaan wakaf belum optimal. Masalah
rendahnya kompetensi nazhir dalam pe-
ngelolaan wakaf merupakan salah satu
masalah yang menjadi prioritas dalam
pengelolaan wakaf. Rendahnya kompetensi
menyabkan ketidak optimalan dalam mana-
jemen pengelolaan wakaf. Persepsi masya-
rakat mengenai profesi nazhir sampai saat
ini adalah bukan merupakan profesi utama.
Hal ini memberikan dampak bahwa nazhir
yang bertugas mengelola wakaf tidak be-
kerja secara optimal dan profesional. Masa-
lah ketiga yang disampaikan oleh informan
mengenai pengelola wakaf atau nazhir ada-
lah pengelolaan wakaf belum optimal. Pe-
ngelolaan wakaf yang belum optimal meng-
akibatkan aset-aset wakaf yang ada saat ini
menjadi tidak produktif, sehingga kurang
memberikan manfaat secara ekonomi bagi
masyarakat.
Prioritas masalah pada wakif adalah:
(1) budaya pemberian wakaf langsung ke
personal; (2) wakif tidak koordinasi dengan
ahli waris, (3) rendahnya pemahaman
wakif. Di beberapa wilayah di Indonesia
timur masih banyak masyarakat yang me-
wakafkan hartanya langsung kepada orang
yang menerima wakaf tersebut. Kondisi ini
menyebabkan pengelolaan wakaf menjadi
tidak optimal. Masalah wakif yang tidak
koordinasi dengan ahli waris juga me-
nyebabkan ketidakoptimalan dalam pe-
ngelolaan wakaf, banyak aset wakaf yang
sudah dikelola kemudian di gugat kembali
oleh waris. Kemudian masalah rendahnya
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pemahaman wakif, masih banyak wakif
yang tidak mengetahui tentang proses wa-
kaf dan sebagainya juga menjadi peng-
hambat dalam optimalisasi pengelolaan
wakaf.
Prioritas Solusi Wakaf
Solusi pada setiap aspek dipecah ber-
dasarkan masalah pada tiap aspek tersebut.
Prioritas solusi regulator untuk masalah
minimnya biaya APBN untuk sertifikasi
wakaf adalah: (1) penambahan alokasi dana
APBN; (2) sinergi dengan BPN untuk sertifi-
kasi wakaf; (3) penggunaan dana APBD
untuk masing-masing wilayah. Pada masa-
lah sosialisasi UU yang masih kurang, prio-
ritas solusinya adalah: (1) sinergi dengan
organisasi dakwah (IKADI/DKM); (2) pem-
buatan buletin wakaf masing-masing kan-
wil Kemenag; 3) Optimalisasi melalui media
online (facebook, twitter, website); (4) siner-
gi dengan menkominfo. Pada masalah
rendahnya koordinasi BWI dengan instansi
terkait untuk optimalisasi wakaf, prioritas
solusinya adalah: (1) koordinasi dengan
badan/lembaga amil zakat; (2) koordinasi
dengan pemerintah daerah; (3) koordinasi
dengan BPS.
Prioritas solusi terhadap masalah pada
aspek nazhir, rendahnya kompetensi nazhir
dalam pengelolaan wakaf; (1) pelatihan
intensif bagi nazhir oleh kanwil kemenag;
(2) sertifikasi bagi nazhir; (3) sinergi dengan
perguruan tinggi setempat. Untuk masalah
Nazhir bukan sebagai profesi utama, prio-
ritas solusinya adalah: (1) meningkatkan
insentif bagi nazhir; (2) menstransformasi
nazhir perorangan menjadi lembaga. Masa-
lah pengelolaan wakaf belum optimal,
prioritas solusinya adalah: (1) kerjasama de-
ngan lembaga keuangan syariah; (2) pe-
latihan materi investasi bagi para nazhir; (3)
pembentukan tabungan wakaf atau wakaf
uang.
Prioritas solusi terhadap masalah pada
aspek wakif, budaya pemberian wakaf
langsung kepersonal adalah: (1) kemudahan
layanan nazhir; (2) kemudahan mendapat-
kan informasi mengenai wakaf; (3) men-
dorong kesadaran masyarakat untuk ber-
wakaf pada lembaga wakaf. Pada masalah
wakif tidak koordinasi dengan alhi waris,
prioritas solusinya adalah: (1) kejelasan
surat wakaf; (2) koordinasi antara nazhir
dan wakaf dalam pemberian wakaf; (3)
penyerahan wakaf dibuatkan berita acara di
depan ahli waris wakif. Terakhir masalah
terkait rendahnya pemahaman wakif, prio-
ritas solusinya adalah: (1) edukasi wakaf
pada masyarakat; (2) sosialisasi wakaf me-
lalui berbagai media.
Solusi-solusi yang ditawarkan dalam
mengatasi permasalahan pengelolaan wakaf
di atas, menunjukkan adanya pengelolaan
wakaf yang lebih profesional. Solusi-solusi
yang ditawarkan dari aspek regulator,
nazhir, dan wakif di atas juga menunjukkan
tiga filosofi dasar dalam pengelolaan wakaf
yang profesional menurut Antonio (2008).
Menurut Antonio (2008) dalam pengelolaan
wakaf yang profesional terdapat tiga filosofi
dasar, yaitu; pertama, pola manajemennya
harus dalam bingkai proyek yang ter-
integrasi. Kedua, mengedepankan asas ke-
sejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan
antara kewajiban yang harus dilakukan dan
hak yang diterima. Ketiga, asas transparansi
dan akuntabilitas.
Semua aspek di atas jika dikonstruksi
menjadi model AHP maka akan tampak
pada gambar 2. Gambar 2 adalah model
yang dibangun dengan metode AHP. Model
ini bersifat hierarki. Pada model AHP
seluruh hubungan yang terbentuk selalu
berawal dari node (simpul) atas ke node
bawah (top down).
Hasil Kuantifikasi Model
Setelah model AHP terbentuk, tahapan
selanjutnya adalah mengkuantifikasi model
dengan melakukan perbandingan ber-
pasangan (pairwise comparison) dengan skala
9. Informan Hasil pairwise comparison dari
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Sumber: wawancara, data diolah 2014.
Gambar 2
Model yang dibangun dengan metode AHP
Prioritas Masalah dan Solusi Wakaf Hierarki Linier
Goal
STRATEGI
1. Sinergi dengan Instansi terkait
2. Optimalisasi komunikasi
3. Optimalisasi database wakaf
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kedua model di atas ditampilkan dalam
tabel-tabel di bawah ini.
Tabel 1 menggambarkan nilai skor prio-
ritas model AHP Indonesia Timur dalam
penentuan prioritas masalah wakaf secara
keseluruhan. Secara keseluruhan prioritas
utama dalam permasalahan wakaf di Indo-
nesia Timur ada pada aspek nazhir,
kemudian prioritas kedua pada per-
masalahan wakaf itu ada pada aspek wakif,
dan prioritas ketiga dalam permasalahan
wakaf di Indonesia Timur ada pada aspek
regulator. Permasalahan wakaf jika ditinjau
dari aspek nazhir, memperlihatkan bahwa
rendahnya kompetensi nazhir dalam pe-
ngelolaan wakaf merupakan prioritas per-
masalahan yang utama. Rendahnya kompe-
tensi nazhir ini akan berdampak pada
pengelolaan wakaf yang tidak optimal.
Temuan ini juga sesuai dengan penelitian
Najid (2006) dalam Hermawan (2014) yang
menyebutkan bahwa persoalan yang paling
urgen saat ini adalah masalah profesio-
nalisme nazhir yang dianggap masih men-
jadi kendala. Padahal nazhir marupakan
figur penting yang menentukan ber-
kembang atau mengerdilnya eksistensi wa-
kaf. Berdasarkan hasil sebuah survei, hanya
sedikit nazhir (16%) wakaf yang benar-
benar mengelola wakaf secara penuh.
Sebaliknya, mayoritas nazhir (84%) wakaf
mengaku tugasnya sebagai nazhir hanyalah
pekerjaan sampingan. Di provinsi Kali-
mantan Timur masih banyak nazhir yang
bersifat perorangan, kondisi ini sebagai-
mana yang dikatakan Regulotor/BWI di
Kalimantan Timur:
“Sedangkan pengelolaan tanah wakaf
yang tradisional itu berbentuk perorang-
an dan sebagainya, itu ada sekitar 66%.
Kemudian ada 16% yang dikelola oleh
organisasi profesional. Saya juga anu-
nya belum menelusuri yang mana atau
yang mana. Dan 18%-nya berada di
bahwa badan hukum.”
Rendahnya kompetensi nazhir meng-
akibatkan banyak aset wakaf menjadi ter-
bengkalai atau tidak teroptimalkan dan
hanya menjadi wakaf yang tidak produktif.
Rata-rata pemanfaatan aset wakaf di daerah
Indonesia Timur hanya untuk aset tidak
produktif, seperti masjid dan kuburan, se-
bagaimana yang sampaikan oleh Regulator
di Provinsi Maluku:
“Ini hasil penelitian dari Pusat Bahasa
dan Budaya dari Syarif Hidayatullah
Jakarta tahun 2006. Sementara ini, kita
tidak menginventarisirnya sendiri. Me-
reka mendata bahwa tanah yang tidak
produktif—artinya tanah liar—itu ada
Tabel 1
Nilai Skor Prioritas Rata-Rata Model AHP Indonesia Timur Dalam Penentuan Prioritas





1. Minimnya biaya APBN untuk sertifikasi  wakaf 0,095
2. Sosialisasi UU masih kurang 0,089
3. Rendahnya koordinasi BWI dengan instansi
terkait untuk optimalisasi wakaf 0,036
2. Nazhir 0,407
1. Rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan
wakaf 0,181
2. Nazhir bukan sebagai profesi utama 0,140
3. Pengelolaan wakaf belum optimal 0,128
3. Wakif 0,297
1. pemberian wakaf langsung ke personal 0,114
2. Wakif  tidak koordinasi dengan ahli waris 0,048
3. Rendahnya pemahaman 0,170
Sumber: hasil penelitian, data diolah 2014
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sekitar 77%, sedangkan 23%-nya itu
tanah yang produktif. Ini data yang ber-
bicara masalah keproduktifan. Kemudian
yang terbangun mesjid di situ ada sekitar
79%. Ini yang dibangun mesjid. Kemudi-
an sekitar 59% berada di pedesaan, dan
41% berada di perkotaan.”
Kondisi yang tidak jauh berbeda juga
diungkapkan oleh informan dari Sulawesi
Selatan:
“Tanah wakaf memang sudah ada, tapi
pada umumnya yang tidak produktif itu,
seperti kuburan, masjid, jadi kalau mau
dihubungkan dengan produktivitasnya
ya memang baru segitu.”
Untuk prioritas yang kedua menurut
model AHP Indonesia Timur ada pada
aspek wakif, yaitu terkait rendahnya pe-
mahaman wakif. Kondisi ini sebagaimana
yang dikatakan oleh pihak regulator di
Kalimantan Timur:
Karena memang kebiasaan warga kita
sejak dahulu, kalau orang tuanya atau
mbah-nya sudah mewakafkan tanah, ya,
sudah. Begitu. Artinya, mereka meng-
anggap tidak ada lagi proses seperti itu.
Padahal itu harus ada proses-proses
berikutnya, dengan artian kata tanah itu
harus disertifikatkan dengan kata-kata
“Sertifikat Wakaf”, sehingga dengan
demikian, tidak banyak tanah-tanah
wakaf di Kaltim itu yang bersertifikat
wakaf.
Pada provinsi Sulawesi Selatan, prio-
ritas masalah wakif lebih kepada koordinasi
wakif dengan ahli waris, hal ini sebagai-
mana yang disampaikan oleh pihak regu-
lator di provinsi Sulawesi Selatan:
“Tanah sudah diwakafkan, ada lagi ahli
waris yang menuntut bahwa itu tidak
pernah diwakafkan oleh orang tua kami.”
Prioritas permasalahan yang ketiga
menurut model AHP Indonesia Timur ada
pada aspek regulator, yaitu minimnya biaya
APBN untuk sertifikasi wakaf. Masalah
biaya menjadi kendala yang cukup serius di
daerah dalam hal sertifikasi wakaf. Kondisi
aset wakat yang sangat luas, menyulitkan
regulator dalam hal sertifikasi wakaf. Hal
ini sebagaimana yang disampaikan oleh
regulator di Provinsi Kalimantan Timur:
“Kemudian yang kedua, memang biaya-
nya belum tuntas; berapa biayanya, siapa
yang membiayai. Walaupun ada infor-
masi-informasi yang disebarkan oleh Ke-
menag bahwa ada biaya untuk sertifikat
ini.”
Minimnya biaya untuk sertifikasi wakaf
juga dirasakan oleh stakeholder wakaf di
Provinsi Maluku, sebagaimana yang di-
sampaikan oleh pihak regulator selaku
informan wakaf di Provinsi Maluku:
“Apalagi satu sertifikat kan 2 juta itu,
apalagi Maluku. Jadi sebenarnya pem-
bangunan kita ini kan secara nasional
hanya tolak ukurnya kan Jawa. Ini kan
sulit pak. Misalnya Jakarta, Jakarta kan
hanya Jakarta ya enak, dengan mobil bisa
kemana-kemana kan dekat, tapi Maluku
ini? Selain Pulau Ambon misalnya, ke
(Pulau) Seram saja yang dekat ini kita
sudah harus menyebrang dan gak bisa
satu hari, apalagi sampai ke Maluku
Tenggara. Jadi tolok ukurnya sebenarnya
ndak boleh ambil standar Jawa itu yang
kami sarankan. Ya Anda perhatikan lah
untuk daerah-daerah Indonesia Timur,
khususnya Maluku ini antara pulau jadi
perlu pembiayaan itu diperhitungkan. “
Masalah sertifikasi wakaf juga dirasa-
kan oleh pihak pemangku kepentingan
wakaf di provinsi Maluku, regulator dari
Sulawesi Selatan selaku informan me-
ngatakan:
“Masalah yang kami hadapi selama ini,
masalah sertifikasi aja sebenarnya.”
Hasil pairwise comparison selanjutnya
adalah prioritas solusi wakaf. Nilai skor
prioritas solusi antara model AHP Indo-
nesia Timur disajikan dalam Tabel 2.
Prioritas masalah wakaf di Indonesia Timur
ada pada aspek Nazhir, dengan prioritas
masalah adalah rendahnya kompetensi
nazhir dalam pengelolaan wakaf, maka
pada Tabel 2 diperlihatkan bahwa prioritas
solusi menurut AHP Indonesia Timur
adalah rendahnya kompetensi nazhir dalam
pengelolaan wakaf.  Prioritas solusi untuk
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permasalahan rendahnya kompetensi na-
zhir dalam pengelolaan wakaf adalah pe-
latihan secara intensif bagi nazhir. Untuk
meningkatkan kompetensi nazhir dalam
pengelolaan wakaf BWI Kalimantan Timur
melalui asosiasasi nazhir telah melakukan
upaya pembinaan terhadap nazhir.
Tabel 2
Prioritas Solusi Wakaf Secara Keseluruhan Model AHP Indonesia Timur













1. Penambahan alokasi APBN 0,064
2. Sinergi dengan BPN untuk sertifikasi 0,055
3. Penggunaan APBD untuk tiap wilayah 0,011
1. Sinergi dengan lembaga dakwah 0,031
2. Pembuatan buletin wakaf 0,021
3. Optimalisasi melalui media online 0,043
4. Sinergi dengan menkominfo 0,026
1. Koordinasi dengan BAZ atau LAZ 0,017
2. Koordinasi dengan pemda 0,010













1. Pelatihan intensif nazhir 0,127
2. Sertifikasi nazhir 0,047
3. Sinergi degan PT setempat 0,024
1. Meningkatkan insentif nazir 0,055
2. Transformasi nazhir individu menjadi
lembaga 0,055
1. Kerjasama  dengan lembaga keu. syariah 0,019
2. Pelatihan materi investasi bagi para
nazhir 0,089












1. Kemudahan layanan dari nazhir 0,089
2. Kemudahan mendapatkan informasi
mengenai wakaf 0,008
3. Mendorong kesadaran masyarakat untuk
berwakaf pada lembaga wakaf 0,023
1. Kejelasan surat wakaf 0,021
2. Koordinasi dengan nazhir dan ahli waris
dalam pemberian wakaf 0,017
3. Penyerahan wakaf  dibuatkan berita
acara 0,061
1. Edukasi wakaf  pada masyarakat 0,057
2. Sosilaisasi wakaf melalui media. 0,092
Sumber: hasil penelitian, data diolah 2014.
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Langkah awal yang dilakukan adalah
melakukan perubahan mindset terlebih
dahulu kepada nazhir yang ada di Kali-
mantan Timur, baru kemudian menanam-
kan pemahaman bagi para nazhir bagai-
mana mengelola aset wakaf secara pro-
duktif. Hal ini seperti yang diungkapkan
oleh regulator selaku informan di Kali-
mantan Timur:
“Sementara ini, kegiatan BWI hanya
merupakan pembinaan-pembinaan di
lapangan, Artinya membantu Kemenag
dalam melaksanakan tugas, terutama da-
lam pembinaan nazir, dan sebagainya”.
Upaya yang sama juga dilakukan oleh
pemerintah di provinsi Maluku, sebagai-
mana yang dikatakan oleh regulator selaku
informan di Maluku:
“Kami baru saja membuat pelatihan
untuk sosialisasi, kepada nazhir, Hanya,
ini kan membutuhkan waktu dalam
mengubah mindset-nya.”
Selama ini mindset para nazhir yang
bekembang tentang wakaf masih terbilang
tradisional, artinya pada umumnya meng-
anggap aset wakaf itu, misal berupa tanah,
hanya digunakan untuk pembangunan
tempat ibadah atau kuburan, kedua bentuk
pemanfaatan aset wakaf ini tentunya tidak
menimbulkan efek secara ekonomi bagi
masyarakat jika hanya difungsikan seperti
itu saja. Hal ini juga dikuatkan oleh
penelitian Fathurrohman et al. (2014) yang
menyatakan hanya 25 persen dari nazhir
wakaf yang ditelitinya menyatakan wakaf
akan dikelola secara produktif, sisanya
menyatakan ragu-ragu. Hal ini lah yang
mendorong BWI Maluku untuk melakukan
perubahan mindset terlebih dahulu kepada
nazhir yang ada di Maluku, baru kemudian
menanamkan pemahaman bagi para nazhir
bagaimana mengelola aset wakaf secara
produktif
Di Provinsi Maluku pelaksanaan wakaf
uang belum berjalan, namun sebenarnya
sudah ada sosialisasi dari pemerintah me-
lalui asosiasi nazhir untuk menuju ke arah
wakaf uang, seperti yang disampaikan oleh
Bapak Umar: selaku regulator di provinsi
Maluku:
“Kami baru saja membuat pelatihan
untuk sosialisasi. Untuk sosialisasi wakaf
uang dan yang lain wakaf produktif”
Kemudian prioritas solusi yang kedua
adalah sertifikasi nazhir. Saat ini sertifiksi
nazhir memang belum ada di lakukan oleh
pemerintah, namun Badan Wakaf Indonesia
provinsi Maluku kedepannya berupaya
untuk melakukan sertifikasi nazhir, sesuai
dengan apa yang disampaikan oleh Bapak
Umar selaku regulator:
“Standarisasi nazhir Belum ada. Se-
benarnya yang saya sarankan, kedepan-
nya, Pemerintah harus memikirkan itu.
Bagaimana mengefektifkan BWI ini.
Semacam dia seperti di Timur Tengah
kan?”
Kemudian prioritas masalah wakaf
berikutnya adalah terkait masalah yang ada
pada aspek wakif, yaitu rendahnya pe-
mahaman wakif. Prioritas solusinya ber-
dasarkan model AHP Indonesia Timur
adalah sosialisasi wakaf melalui media,
kemudian edukasi wakaf pada masyarakat.
Upaya sosialisasi dan edukasi ini sudah di
dilakukan oleh regulator di Kalimantan
Timur. Semenjak adanya sosialisasi dari
BWI, masyarakat sudah mengerti dengan
prosedur dan tata cara wakaf, terutama
secara administrasinya, sebagaimana yang
disampaikan oleh Informan dari Kali-
mantan Timur Bapak Mujahid selaku wakif:
“Kalau sekarang, sudah ada pergeseran
pemahaman. Dengan adanya sosialisasi,
baik dari Kementrian Agama sendiri,
dari BWI, dari beberapa instansi, ter-
masuk kita dari Asosiasi Nazir ini.”
Pemerintah Sulawesi Selatan juga telah
melakukan hal yang tidak jauh berbeda
dalam mengatasi masalah rendahnya pe-
mahaman masyarakat tentang wakaf. Kon-
disi ini sebagaimana yang disampaikan oleh
pihak regualator di Sulawesi Selatan:
“Sekarang kami menyusun strateginya
supaya masyarakat paham, kami me-
ngumpulkan penyuluh agama Islam
yang ada dikantor, dan saya sudah bicara
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bahwa ini memang peranan bagi para
penyuluh untuk memberikan penjelasan
kepada masyarakat supaya masyarakat
memahami mengenai wakaf itu.”
Prioritas masalah yang selanjutnya ada-
lah terkait dengan regulator, yaitu minim-
nya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf.
Prioritas solusi untuk permasalahan ter-
sebut berdasarkan model AHP Indonesia
Timur adalah penambahan alokasi APBN.
Penambahan alokasi APBN untuk sertifikasi
wakaf akan sangat membantu dalam pe-
nyelesaian masalah aset wakaf yang belum
tersertifikasi. Hal ini sebagaimana yang di-
ungkapkan oleh regualator di provinsi
Maluku:
“Hanya saja dari kita BWI kerjasama
dengan Kanwil Kemenag, nah itu kita
sudah melakukan beberapa kali pen-
sertifikatan. Untuk tahun kemarin saja
sudah 140 (yang disertifikat). Ini hanya
tinggal bagaimana pemerintah memper-
hatikan ada pengucuran dana untuk bisa
disertifikatkan, bisa lebih besar sebenar-
nya.”
Prioritas solusi yang kedua terhadap
permasalahan minimnya biaya APBN untuk
sertifikasi wakaf adalah sinergi dengan BPN
untuk sertifikasi dan prioritas solusi yang
ketiga adalah penggunaan dana APBD.
Untuk sinergi dengan BPN sudah ada
upaya yang dilakukan oleh pihak regualtor
di Kalimantan Timur, demikian juga de-
ngan penggunaan dana APBD. Hal ini
seperti yang diungkapkan oleh informan
dari regulator di Provinsi Kalimantan
Timur:
“Itu sudah ada MoU dengan BPN.
Tetapi, MoU ini masih belum kita
laksanakan atau belum kita kembangkan
sejauh mana harus kita terapkan pada
tanah yang disertifikatkan itu.”
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan
penelitian yang telah diuraikan di atas,
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut: Pertama, terdapat tiga macam
prioritas masalah dan solusi pengelolaan
zakat yang dibagi berdasarkan pemangku
kepentingan (stakeholder) wakaf, yaitu
regulator, pengelola wakaf (Nazhir), serta
wakif (orang yang memberi wakaf). Aspek
paling bermasalah dalam pengelolaan zakat
menurut model AHP Indonesia Timur
adalah nazhir. Permasalahan nazhir yang
paling utama berdasarkan model AHP
Indonesia Timur adalah rendahnya kompe-
tensi nazhir. Prioritas permasalahan wakif
berdasarkan model AHP Indonesia Timur
adalah rendahnya pemahaman wakif,
sedangkan prioritas permasalahan ketiga
menurut model AHP Indonesia Timur
adalah regulator, yaitu terkait minimnya
biaya APBN untuk sertifikasi wakaf. Kedua,
prioritas solusi aspek nazhir di Indonesia
Timur adalah meningkatkan insentif nazhir.
Prioritas solusi aspek wakif terkait rendah-
nya pemahaman wakif adalah sosialisasi
melalui media, sedangkan solusi terhadap
permasalahan regulator menurut model
AHP Indoesia Timur adalah penambahan
biaya APBN untuk sertifikasi.
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